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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TREHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuban
yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai
dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam
hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP.
Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang saja
melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang
berbeda perananan dan andilnya, sehingga berakibat pada konskuensi hukuman
atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan(Library Reseach).
Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa
buku-buku, makalah-makalah, jurnal, kitab undang-undang, surat Kabar,
ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan demgan masalah yang dikaji.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana
tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penyertaan pembunuhan
dan bagaimana pertanggungjawaban sanksi terhadap pelaku tindak pidana
penyertaan pembunuhan menurut hukum pldana Islam. Hal itu dapat dilihat dari
pokok masalah yang ada dalam skripsi ini dengan memuat penjelsan mengenai
tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana positif yang berlaku di
Indonesia.

Dalam Penelitian Ini mengunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan
yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam Al-qur’am dan Hadist
serta pendapat para fuqaha.

Pemecahan masalah yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa tindak
pidana delik penyertaan pembunuhan merupakan jenis tindak pidana pembunuhan
disengaja, karena adanya kesepakan dan perencanaan terlebih dulu dari para
pelaku. Adapun pertanggung}awaban sanksi terhadap pelakunya adalab dengan
hukuman yang sesuai dengan sanksi pada tindak pidana pembunuban sengaja
menurut hukum pidana Islam yaitu dengan hukuman gishash bagi para pelakunya.



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI ne. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o Ba‘ b -

< Ta t -

& sa § s (dengan titik di atas)

z jim j -

z ha’ h h (dengan titik di bawah)
C kha' kh - é
> dat d - |
5 zal Z Z (dengan titik di atas)

5 ra‘ T -

B) zai z -

o sin $ -

5 syin sy -

P sad s s (dengan titik di bawah)
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P dad d d (dengan titik di bawah) £
b Ta t t (dengan titik di bawah)
B> Za z z (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik
-

;5: gain g -
= fa‘ f .
S gaf q -
4 kaf k -
J lam 1 -
g mim m -
J nun n -
9 wawi w -
- ha’ h -
apostrof  (tetapi  tidak
s hamzah i dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
< ya y -
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau barkat,

transliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin Nama

S Fathah a a
- Kasroh i i
2
— Dammah u U
Contoh:
S - kataba w2l - yazhabu
e swila S5 - zukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(e Fathah dan ya ai a dan i
g - Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
S - kaifa J $2- haula
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama

(§ - Ve Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas

Maksurah
S — Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

2
S dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh
J& _qala ;&5 - gila
& - rama J s&- yaqilu
. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. TaMarbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh: &>lb- Talhah
¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta” marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: %! &2 9 - raudah al-Jannah

Xiv



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: U3 - rabbana

;v-’d - nw'imma
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu « . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti
oleh gamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh buruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuat
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : J>-i-5§ — ar-rajulu

5wl — as-sayyidaiu

3

b. Kata sandang vang dikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunymya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda

sambung (-)




Contoh: ("w\ - al-qalamu IO -al-jalalu

ot - al-badi’u
L -

7. Hamzah

8.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah difransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

¢ g - syai’un < el - umirtu

¢ 9 - an-nau’u O 94U - to’khuzina
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat
yang dihilangkan, maka dalam fransliterasi ini penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

b Al s ob Al OYs - Wainnallaha lahuwa khair ar-razigin

Ol i g J_‘Qﬁ I4 Joi-é - Fa ‘aufu al kaila wa al mizana
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10.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

ey W aa2la - wa ma Muhammadun illa Rastl

UA;U C..p 9 S J}‘ Ol - inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Aliah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

b z:s 9 Al ® 2 -nasrun minallahi wa fathun gorib
e PO - lillahi al-maru jami’an

Bagi mercka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam
oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat Islam sendiri. Masyarakat awam hanya
menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam, bila
dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka tidak mengetahui tentang sistem
hukum pidana Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan
sanksinya." Demikian halnya dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku
pembunuhan dengan dilaksanakan sanksi qishash. Berbeda dengan sistem hukum
barat, masyarakat menganggap bahwa hukum barat sesuai dengan konsep HAM
dan memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Mereka beranggapan
bahwa hukum barat yang juga digunakan di Indonesia sudah sempurna dan
Jengkap mencakup seluruh aspek kehidupan, lan dengan hukum Islam yang
terkesan kejam dan hanya diperuntukan bagi umat Islam saja, sedangkan umat
selain Islam tidak diakomodir, Anggapan tersebut sebenarnya adalah anggapan
yang salah, akan tetapi anggapan tersebut sudah ada bahkan sudah mempengaruhi

jalan pikiran masyarakat.

Hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang paling sempurna yang

mencakup semua aspek kehidupan baik itu menyangkut hubungan antara manusia

! Hal tersebut menurut A. Malik Fajar, Menteri Agama RI kabinet Gotong Royong,
disampaikan dalam sambutanya pada Seminar Nasional tentang Potret Hukum Pidana Islam,
dalam Pidana Isiam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan (Ed.} Jaenal Aripin, M. Arskal
Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001} him 15



maupun hubungan antara manusia sebagai mahluk dengan Allah SWT sebagai
Khalik. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan
memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat
dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan
perintah dalam maksud-maksud hukum (al-magasid as-syari'ah) yang termaktub
dalam lima tujuan syari'at yaitu: memelihara agama, memelihara nyawa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan dan memelihara harta
benda.’ disini dapat dilihat bahwa memelihara nyawa menempati tempat kedua
setelah memelihara agama, hal itu dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga
nyawa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

Hukum barat atau sekuler yang digunakan juga di Indonesia dengan
mengadopsi hukum Belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan
perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa
hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan
mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum
yang dapat berlaku wmum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang ferus maju, kejahatanpun
semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya
macam-macam jenis kejabatan, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia
merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan usang,
kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan

hukum vang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan

2 {1 M. Abduh Malik, “Kejahatan Jiwa dalam Prespektif hukum Pidana Islam” dalam
Pidana Islam di Indonesia.. iim. 91



terjadinya perbedaan pandangan mana yang lebih layak digunakan yang khusus
(lex speciale) atau global (lex generale)?. Hal itu berakibat pada pemberian sanksi
pidana bagi pelaku kejahatan.

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa
manusia atau pembunuhan dalam masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa
manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang
sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi hukum pidana positif (KUHP)
tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini.
Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman yang terlalu ringan.3 Sanksi
tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 338 yang
menyatakan sanksi pidana dengan pidana penjara 15 tahun. Sedangkan mengenai
delik penyertaan dapat dilihat pada KUHP Pasal 55 — 56."

Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan
dikenal dengan nama jarimah yang menurut Abd Qadir ‘Audah ditafsirkan
dengan larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had
atau fazir”) Oleh karena itu pembunuhan termasuk dalam jarimah menurut
hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman Qishash seperti yang

termaktub dalam firman Allah :

SH.M Abduh Malik, Kejahatan., him 87.

*Moelyatno, Hukum Pidana delik — delik Penyertaan (Yogyakarta, Gadjah Mada
Press,1979) him 5.

3 Abd Qadir *Audah, ar-Tasyri’ al-Jinai ai- Islami (Kairo, Dar al- kitab al-arabi, tt) 166
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Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembum;han
yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai
dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam
hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang
saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang
berbeda perananan dan andilnya, sehingga berakibat pada konskuensi hukuman
atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Seperti dapat kita liat pada kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin
Kartasasmita yang dilakukan dengan menembak korban oleh dua orang, Noval
dan Mulawarman yang dihukum dengan hukuman seumur hidup. Kedua
eksekutor tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas bujukan Tommy
Soeharto yang kemudian dihukum atas dakwaan membujuk melakukan
pembunuban dan aktor intelektual pada kasus itu yang dihukum dengan hukuman

lima belas tahun penjara.7 Selain kasus tersebut masih banvak kasus yang lam

seperti kasus pembunuhan terhadap aktifis pemuda Basri Sangaji yang berasal

¢ Al-Bagarah (2) :178.

7 Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, Qishas, Pembalasan yang Hak, (Jakarta:
Kahirul Bayan, 2003).hlm 3




dari Maluku yang sekarng masih dalam tahap persidangan di pengadilan negen
Jakarta Pusat.

Selain kedua kasus tersebut terdapat kasus lain yang bahkan
persidangannya sampai pada tingkat kasasi MA. Dengan dakwaan turut serta
melakukan pembunuhan yang ditkuti dengan tindak pidana, serta melakukan
pembunuhan yang diikuti tindak pidana untuk penuntut-kasasi 12

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif yang termuat
dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang
menyolok baru terlihat dalam penggolongan atas hudud, gishash dan ta zir yang
terdapat dalam hukum Islam sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat.”

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana
pembunuhan yang disertai dengan penyertaan yang dilakukan oleh beberapa
orang. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatubkan
belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama keluarga dari korban
pembunhan tersebuat. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis kasus
tindak pidana penyertaan tersebut deangan mamakai kacamata hukum pidana

Islam.

$ Achmas, Soemadiprdja, Himpunan Putusan-putusan Mahkama Agung (Bidang Pidana)
dalam Yurisprudensi Indonesia (1969-1973) diseriai Kaidah-koidahnya. (Bandung: Alumni,
1977), hlm.345-348.

° Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariati Islam dalam
Konreks Modernitas (Bandung : Asy Syaamil, 2001} him. 140




B. Pokok Masalah
Rerdasarkan latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah yang
akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana Kriteria Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan dan
Pertanggung-jawabannya dalam Hukum Pidana Pesitif?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Isiam Terhadap kriteria
Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan dan Pertanggung-

jawaban Pidananya ?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam tentang bagaimana
kriteria tindak pidana penyertaan pembunuhan dan bagaimana sanksi pidana
pelaku pembunuhan dengan pepyertaan.
b. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan,
diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi
ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat
memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenal
berbagai masalah dalam hukum Islam menegenai tindak pidana penyertaan
pembunhan tersebut agar tujuan dari hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan

semua pihak.




D. Tinjauan Pustaka

Pembunuhan dengan penyertaan adalah suatu pembunuhan yang dilakukan
oleh sekelompok orang. Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai turut sertanya
seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam juga mengenal istilah penyertaan, akan tetapi istilah
penyertaan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan istilah pada hukum pidana
positif yang berlaku di Indonesia.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan penyertaan sampai sekarang
masih dalam perdebatan dan banyak perbedaan yang ada. Apalagi dikaitkan
dengan sanksi hukum pidana Islam.

Beberapa buku menyinggung mengenai delik-delik penyertaan yang ada
baik itu dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam diantaranya
adalah:

Skripsi Muhammad Ihrom, Tindak pidana pembunthan studi komperatif
antara hukum pidana Islam dengan KUHP, skripsi ini hanya membahas mengenai
delik pembunuhan saja secara umum tidak membahas mengenai penyertaan
pembunuhan yang bersifat lebih khusus.

Skripsi Adib Maskuri, Pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam
dan KUHP, sekripsi ini membahas mengenai pembunuhn sengaja secara Umum
dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif

yang ada dalam KUHP.



Tasyri’ul al Jina'i al Islami’’ karangan Abdul Qadir Audah, beliau
memberikan penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan
penyertaan secara rinci. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembagian bentuk
penyertaan menurut hukum pidana Islam. Para fugaha’ berpendapat pelaku
pembunuhan penyertaan diberi sanksi yang setimpal.

Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam
Konteks Modernitas’’ karangan Topo Santoso. Beliau mengatakan bahwa
penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih
dari seorang. Selain itu dalam bukunya beliau mengatakan pada fugaha
mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan tindak pidana itu
terjadi secara kebetulan (fawaquf) atau memang sudah direncanakan terlebih
dahulu (famalu). Hal itu sekaligus mempengaruhi bagaimana sanksi yang akan
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada dasarnya menurut
Syari’at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi
besarnya hukuman.

Asas-asas Hukum Pidana Islam” karangan Ahmad Hanafi. Menurut
Ahmad Hanafi dalm bukunya mengatakan bahwa fuquha berpendapat pada
jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan pelaku langsung maupun pelaku
tidak langsung dijatubi hukuman. Alasannya adalah karena kedua jarimah tersebut

dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung.

1 Abd Qadir ‘Audah, A+-Tasyr T’ al-Jind't al-Islami Mug d'ranan ki al-goniin al-wad l,
Cet L (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, tit).

" Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan syarial Islam dalom
Konteks Modrenitas (Bandung : Asy Syaamil, 2001).

12 Ahmad Hanafi, M. A, dsas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967},




Hukum Pidana Delik-delik Penyerzaanﬁ karangan Moeljatno, buku ini
merupakan kumpulan kuliah hukum pidana yang memberikan penjelasan yang
sangat tinci mengenai delik-delik penyertaan mulai dengan pengertian kata
penyertaan, batasan-batasan penyertaan hingga bentuk-bentuk delik penyertaan.
Pada buku ini beliau menjelaskan delik-delik penyertaan menurut hukum pidana
positif yang mengacu pada hukum pidana Belanda dan KUHP.

Pelajaran Hukum Pidana Bagion 3 “karangan Drs. Adami Chazawi, S.H,
buku ini menerangkan mengenai delik-delik percobaan dan penyertaan menurut
hukum pidana positif secara detail dan menyeluruh mencakup pembagian dan
bentuk-bentuk penyertaan.

Iihtisar Fikih Jinayat ( Hukum Pidana Islamj “karangan KH Ahmad
Azhar Basyir. KH Ahmad Azhar Basyir menerangkan jarimah secara global
mengenai pengertian jarimah, pentingnya sanksi dan pembagian jarimah. Dalam
buku kecil ini juga dijelaskan mengenai pembagian bentuk jarimah pembunuhan
dan sanksi bagi pelakunya.

Hukum Pidana di Indonesia Peluang, Prospek don T ’antanganj 9 Penerbit
Pustaka Firdaus. Buku ini merupakan kumpulan artikel. Dalam sebuah artikel

yang berjudul Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

1 Moeljatno, Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, {Jakarta: Bina Aksara 1983).

14 A dami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan).
(Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

15 Ahmad Azhar Basyir, [khtisar Figh Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Ull
Press, 2001).

16 1y M Abdul Malik, Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam,
dalam Pidana Isiam di Indonesia Peluang, Prospek dar Taniangan (Ed) Jaenal Aripin, M. Arskal
Salim GP, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) him 15
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Karangan HM. Abduh Malik. Artikel itu memaparkan mengenai kejahatan
terhadap jiwa menurut hukum pidana Islam. Dalam artikel itu juga diterangkan
mengenai tujuan Syari'at (al-maqasid  as-syari ‘ahj dan macam-macam
pembunuhan serta pendapat fugaha mengenai sanksi pembunuhan.

Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi' 7
karangan Arun Sakidjo dan Bambang Poernomo. Penjelasan yang ada dalam buku
ini mengenai perbuatan penyertaan menurut hukum pidana kodifikasi yang ada
dalam pasal-pasal KUHP.

Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia’® karangan Wirjono Projodikoro.
Buku ini menjelaskan mengenai penyertaan mulai dari rumusan perundang-
undangan hingga bentuk penyertaan dan sanksi terhadap pelaku penyertaan.

KUHP dan Penjelasannyaw karangan R. Sugandhi. Merupakan kitab
undang-undang hukum pidana dan disertai dengan penjelasan mengenai pasal-

pasalnya.

E. Kerangka Teoritik
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.

Seorang ahli hukum Belanda Simons memberikan definisi, suatu perbuatan yang

7 Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum
Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¥ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indinesia, Bandung: Refika, 1989,

YR Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
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diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang
dapat mempertanggungjawabkan perbuatan i

Dalam hukum Islam ada dua Istilah yang sering digunakan untuk tindak
pidana vaitu Jarimah dan Jinayah. Jarimah adalah larangan-larangan Syara ' yang
diancam Allah dengan hukuman had atau fa’zir sedangkan jingyah adalah
perbuatan yang dilarang Syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan} jiwa
atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuquba
memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa
atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan
kandungan dan sebagainya. Ada pula fugaha’ yang membatasi jinayaf untuk
Jarimah hudud dan jarimah gishash saja.!

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan
sudah memliki beberapa unsur tindak pidana. Ada beberapa unsur tindak pidana
yang sering kita temui diantaranya; subyek, perbuatan atau akibat, sifat melawan
hukum, kesalahan, unsur khusus suatu tindak pidana.z ?

Menurut Ahmad Hanafi, yang mendorong untuk menganggap suatu

perbuatan sebagai jarimah, ialah karena suatu perbuatan tersebut bisa merugikan

kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan

2 Topo Santoso, Menggaga., him132
2! Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him 1

* Topo Santoso, Menggagas., him 133



12

kehidupan anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus
dihormati dan dipehhm’a.23

Dalam hukum Pidana Islam suatu perbuatan dapat disebut sebagai Jarimah
apabila telah telah memenuhi beberapa unsur jarimah yaitu,

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya,

unsur ini biasa disebut unsur formil ( rukun Syar’i).

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan biasanya unsur ini
disebut unsur materiel (rukun maddi).

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini
disebut unsur moril (rukun adab).”*

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat
dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan menurut macam-macam
tindak pidana yang telah diperbuat yang sesuai dengan yang telah ditentukan Nas.
Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syari ‘ah tanpa
tujuan apa-apa. Melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas.
Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami
tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa hukum pidana Islam ditentukan berdasarkan

dalil-dalil dari al-quran dan hasidt Nabi yang ada. Suatu hukuman dapat

2 Ahmad Hanafi, Asas-asas., him. 2.

% hid., him 6



diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai dasar
hukum yang kuat. Penyertaan pembunuban menurut hukum pidana Islam adalah
suatu tindak pidana yang dapat dihukum hal itu sesuai dengan Al-qur'an dan
Hadist.

Lo A28 UJM J‘é ;ﬂjéé;‘\.} Yi a4 2~ L:sfi M% %ﬂ:ﬁ.?}fj
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Dan sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalail hukuman bagi
pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan yang dialkukan oleh banyak

orang. Riwayat tersebut adalah:

ok doly oy~ gl Bt B wis Y 2 Sla n pes O
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Para ahli hukum pidana Islam memberikan klasifikasi tujuan-tujuan yang

luas dari syari ‘ah sebagai berikut:
1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan
tujuan pertama dan utama dari syari ‘ah. Apabila kebutuhan-kebutuhan
ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di
masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (ad-

daruriyyat) dalam Islam terbagi menjadi lima macam kebutuhan hidup

% Alsva’ (17): 3

% Mustofa Diebul Bighaa, Figih Islam. Matan Tagrieb dan Dalilnya, Alih Bzhasa M.
Hasan Baidaie, Cet. 1.{Yogvakarta: Sumbangsih Offset, 1984), him.308. Riwayat tersebut
dirtwayatkan dart imam Malik dalam Kitab Al-Muwaththa® dari said bin Musayyab.



14

yang dalam kepustakaan hukum pidana Islam disebut al-Magqasid al
Syari'ah al Khamsah (tujuan-tujuan syari’ah) yaitu:

a. Al-Hifzh ad Diin (memelihara Agama)

b. Al-Hifzh al Nafsi (memelihara jiwa)

c. Al-Hifzh al Mal (memelihara harta)

d. Al-Hifzh al Nashli (memelihara keturunan)

e. Al-Hifzh al ‘Aqgli (memelihara akal)

b

Menjamin ~ keperluan-keperluan  hidup  sekunder (al-hajiyyat)
keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan
kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi
mereka.

3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat
menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat
dan urusan-urusan kehidupan secara lebih baik dalam Islam disebut
tahsinat.”’

Prinsip dasar yang dibangun oleh sistem pidana dan sanksi dalam Islam
adalah secara garis besar untuk menjaga kemaslahatan manusia dan ini merupakan
kebutuhan vang sangat mendasar bagi manusia.”

Urutan-urutan ketiga tujuan tersebut harus berjalan bersama, artinya dalam
penetapan hukumpun harus melihat tata urutan dari ketiga tujuan tersebut, mulai

dari ad-daruriyyat,al-hajiyyat, dan at-tasinat. Hukum fasinat dapat dihilangkan

“Topo Santoso, Menggagas.. him 130-131

% Salim Segaf al-Juffi, Jarimah( Pidanca/Kriminal), hitp:// WwWw. Syanahonline.com,
2001 gkses tanggal 18 februari 2004..



dengan hukum al-hgjiyyat dan hukum al-hajiyyat dapat dihilangkan dengan
hukum ad-daruriyyat, karena tingkatan hukum yang diatasnya lebih utama dart
hukum yang ada di bawahnya.

Menjaga dan menjamin keselamatan jiwa merupakan kebutuban
daruriyyat. Oleh karena itu pembunuhan dapat dikenakan sanksi yang telah
ditentukan menurut jenis dari pembunuhan tersebut.

Adapun pembunuhan yang disertai dengan penyertaan termasuk dalam
kategori pembunuhan yang disengaja gatlul ‘amd yang dapat dikenai sanksi
gishash karena dilakukan secara sengaja dan terencana terlebih dulu.

Tindak pidana penyertaan adalah perbuatan yang dilakuan dua orang atau
lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu jarima#.

Apabila suatu jarimah dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama
yang ada menjadi empat kategori:

1. Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan
bagiannya dalam melaksanakan jarimah) artinya secara kebetulan
melakukan bersama-sama.

2. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk
melaksanakan jarimah.

3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah.

4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah
dengan berbagai cara tanpa turut berbuat jarimabh.

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat

tidak langsung maka para fuquha membagi menjadi dua yaitu: orang yang berbuat
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langsung dalam melakukan jarimah (syarik mubasyir) dan perbuatannya disebut
isytirak mubasyir. Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan
Jarimah (syarik mutasabbib) perbuatannya disebut al-istirak ghairul mubasyir
atau al-istirak bi at- tasabubi.”

Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku jarimah menjadi dua berbuat
secara langsung dan berbuat secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku
jarimahpun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak
langsung. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi
terhadap pelaku jarimah pembunuhan dengan penyertaan menurut hukum pidana
Islam.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library

reseach’™) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama,

artinya data- data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa
buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan
dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.s !

2. Tipe Penelitian

® Ahmad Hanafi, 4sas-asas., hlm. 136-137.

30 Taufik Abdullah dan M. Rushi karu, (e.d), Metodologi Penelitian Agama: sebuah
Penganiar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), him. 2.

3! Quharsini Ari Konto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (e.d ), Rev. M,
{Jakarta: Reneka Cipta, 1998}, him. 236
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Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan

menginterpretasikan  kondisi-kondisi yang ada®” Dengan metode ini
diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya
mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok masalah, akan
sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif , yaitu pendekatan yang

bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-qur'an

dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta
asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.
4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library reseach) dengan

mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer: sumber data yang menjadi acuan pokok dalam
penelitian ini yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan data-
data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian

b. Sumber data sekunder: adalah sember data pustaka yang berisikan
informasi lebih lanjut mengenai sumner data primer yang masih

berhubungan dengan penelitian ini.

32 nMardalis, Metode Penelition: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999}, him. 26.
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5. Teknik Pengolaban Data
Teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan deduksi
yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder
dengan analisis deduktif yaitu analisisi dari hal-hal yang bersifat umum ke

hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang
merupakan jabaran dari larat belakang masalah dan pokok masalah yang akan
dibahas agar lebih rinci menguraikan isi kandungan dari masing-masing bab
yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pertama yang menggambarkan
sistematika yang akan dibahas dalam skriposi ini yang merupakan latar belakang
permasalahan dengan pokok masalah yang akan dibahas lebih jauh dalam bab-bab
berikutnya.

Bab kedua: bab ini merupakan penjabaran mengenai gambaran delik
penvertaan pembunuhan menurut hukum pidana positif yang ada dalam KUHP
yang berlaku di Indonesia yang akan dianalisis dengan menggunakan hukum
pidana Islam dalam penerapannya.

Bab ketiga: bab ini merupakan penjabaran mengenai delik penyertaan
pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang merupakan pisau untuk
menganalisis apa yang ada alam hukum pidana positif pada penjabaran bab

sebelumnya.
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Bab keempat: bab ini berupa analisis terhadap kriteria tindak pidana
penyertaan pembunuhan dan sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan
menurut hukum pidana Islam dengan menggunakan hukum pidana Islam yang ada
pada bab III sebagi pisau analisis dan hukum pidana positif sebagai bahan anaisis
yang mana hukum pidana positif tersebut berlaku di Indonesia

Bab kelima: bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang
bermanfaat untuk kemajuan Imu hukum baik hukum pidana positif maupun

hukum pidana Islam.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai
tindak pidana penyer{aan‘ pembunuhan baik menurut hukum pidana positif
maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisis mengenai
kriteria dan pertanggungjawaban pelaku pembunuhan penyertaan menurut hukum
pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Menurut hukum pidana positif yang berdasarkan KUHP tindak pidana
penyertaan pembunuhan termasuk dalam kriteria pembunuhan
disengaja dan dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan
pembunuhan disengaja. Pertanggungjawaban terhadap para pelakunya
menjadi 2 kelompok yaitu: para pembuat dan para pembantu.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penyertaan pembunuhan
menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan
adalah pembunuhan yang sengaja (gatlul ‘amd). Adapun pembebanan
pertanggungjawaban terhadap pelaku berbuat tidak langsung tidak
sama dengan pelaku berbuat langsung.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai delik penyertaan pembunuhan baik menurut

hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi

masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun perlu kemukaan beberapa
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saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan

melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

L.

(4

Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih
dalam mengkaji mengeani tindak pidana pembunuhan penyertaan, karena
tindak pidana tersebut sering terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan
perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang
sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan
berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain
perubahan perundangan-undangan hukum pidana yang ada yang
rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkama Agung dan
jajaran lembaga vudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan
benar dan teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat
tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia.

Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan
kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya
sekaligus berusaha untu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada

dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.
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BABI

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash
berkenaan dengan orang-orang vang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan
wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara
vang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada
yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang
siapa vang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih.

Dan janganlah kamu jiwa vang diharamkan oleh Allah
(membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnva Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.

Umar bin Khatab ra. Membunuh sekelompok orang , lima atau
tujuh orang, sebab membunub seorang yang mereka lakukan
dengan tipu daya, dan Beliau berkata: “ Sekiranya semua penduduk |
shana’a bersepakat membunuh orang itu miscaya kubunuh mereka
semuanya’. |

BAB HI

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunub; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan
wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya hendaklah yang memaatkan mengikuti dengan cara
vang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada
yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang |
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siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
sangat pedih.

Dan janganlah kamu jiwa vyang diharamkan oleh Allah
(membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan vang benar, dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli
warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesunggubnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.

“Bila orang menagkap sescorang, lalu yang lain membunuhnya,
maka vang membunuh itulah vang mendapat hukuman, sedangkan
vang memegang itu hukumannya adalah penjara” (hadist
dirtwayatkan Oleh Imam Daruqutni dengan mausul, dan |’
dishahihkan olej Imam Ibnu Qathan). Rawi-rawi hadist ini dapat

dipercava, Imam Baihaqi mentarjihkan kemursalannya. ‘

Umar bin Khatab ra. Membunuh sekelompok orang , lima atau
tujuh orang, sebab membunuh seorang yang mercka lakukan
dengan tipu daya, dan Beliau berkata: “ Sekiranya semua penduduk
shana’a bersepakat membunuh orang itu niscaya kubunuh mereka
semuanya’.

oI
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